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ABSTRACT

Salah satu upaya pemerintah dalam memberantasfevitdime di Indonesia adalah menjalin kerjasamiardaASEAN
Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). ASEAN WERwulai dibentuk pada tahun 2006 dan bertujuan umtekingkatkan
penegakan hukum terhadap wildlife crime di regiohR®EAN melaui peningkatan penyidikan kasus wildtiffme dan peningkatan
kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian inujo@r untuk mengetahui dampak kerjasama ASEAN Wé&iSebut terhadap
upaya pemberantasan wildlife crime di Indonesiatdde yang digunakan dalam penelitian ini adalah avebara, studi literatur, dan
observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama ASEWHEN telah memberikan dampak terhadap peningkatayaup
pemberantasan wildlife crime di Indonesia. Kerjasa&®EAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukaingjdkan Indonesia
dalam memerangi wildlife crime. Hal ini ditunjukkaengan adanya penurunan jumlah kasus wildlifeerimeningkatan prosentase
penyelesaian secara hukum kasus wildlife crime pdaringkatan kapasitas aparat penegak hukum np#adidikan dan pelatihan.
Keyword : Wildlife Crime, ASEAN WEN, dampak

1. PENGANTAR

Kekayaan potensi keanekaragaman hayati yang dintiidonesia juga diikuti dengan ancaman kepunahan
keanekaragaman hayati. Penyebab utama kepunah&mhamdan satwa di Indonesia adalah kehilangansékan,
serta terfragmentasiny@abitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlelbarperburuan serta perdagangan ilegal.
Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar seritegndi bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadapusjenis
untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek sajergara hal tersebut membahayakan dan mengancamddaian
sumber daya untuk penggunaan masa depan (Pires,20&K). Perburuan dan perdagangan ilegal satwss ter
berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. iggiperburuan dan perdagangan ilegal tumbuharsatara liar
merupakan bentuk danvildlife crime. Menurut Interpol wildlife crime adalah membawa, memperdagangkan,
memanfaatkan dan memiliki tumbuhan dan satwa Bergymelanggar hukum nasional dan internasionaggPakk.,
2011) Wildlife Crimemerupakan salah satu kejahatan lingkungan danatejattransnasional yang melibatkan banyak
pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang bffexidermisj hingga eksportir yang membentuk suatu mata
rantai dan jaringan tersendiri.

Upaya pemerintah untuk memerangildlife crime dilakukan antara lain melalui penegakan hukum dan

melakukan kerjasama baik bilateral, regional, maupwiltilateral. Salah satu kerjasama yang dilakuRamerintah
adalah kerjasama dengan negara-negara di Asia daenglglam ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN
WEN). ASEAN-WEN dibentuk pada pertemuan Menteri-téeh Negara ASEAN yang bertanggungjawab dalam
implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desembe®520Tujuan pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk
meningkatkan hubungan aparat penegak hukum angara@SEAN dalam memberantas peredaran ilegal tharbu
dan satwa liar. Jaringan ini beranggotakan lembagdaga di negara ASEAN yang menangani penegakiamnhu
terhadapwildlife crime yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan CITE&agement Authority. Indonesia telah
berkomitmen dan mengimplementasikan program/kegiatan mandat dari ASEAN-WEN. Namun demikian, di
Indonesia masih ditemui kasus-kasus perburuanapargjan dan penyelundupan tumbuhan dan satwdé&aelitian

ini bertujuan untuk mengkaji dampak kerjasama ASBARRN terhadap pemberantasaildlife crime di Indonesia.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukian evaluasi bagi unit manajemen dalam penyarapgnor
implementasi kerjasama ASEAN-WEN untuk mendukurggtarian tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampaigdenAgustus 2012. Data dan informasi diperolehgden
metode wawancara, studi literatur, dan observaaiwavicara dilakukan kepada nara sumber yang befasahstansi
terkait yaitu Kementerian Kehutanan, KepolisianaBaukai, dan Kejaksaan. Sedangkan observasi ddnlistwatur
digunakan untuk memperoleh data-data pendukund wasvancara. Data dan informasi yang diperoleh ldiamu
dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dangnendeskriptifkan atau menggambarkan fakta-fa&tapa fenomena
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awal untuk mengungkap gejala yang bersifat kudlisgcara lengkap khususnya pada implementasi danmpak
adanya pelaksanaan kerjasama Indonesia dalam ASEEN-terhadap upaya pemberantasaitdlife crime di
Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Wildlife Crimedi Indonesia

Wildlife Crime atau sering di Indonesia diartikan kejahatan wapatumbuhan dan satwa liar telah menjadi
ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaraghayati Indonesia. Maraknya kejahatan terhadap ety dan
satwa liar di Indonesia dilatarbelakangi adanyani®aan pasar terhadap tumbuhan dan satwa liadaBarkan hsalil
wawancara, dapat diketahui bahwa tingginya permimtambuhan dan satwa liar ini dipicu oleh bebetadayaitu :

1. Kegemaran/hobby.
Sebagian orang memiliki kegemaran untuk memelilj@nés-jenis tertentu dari tumbuhan atau satwa dian
semakin langka tumbuhan dan satwa liar yang bértiksileksi, maka kepuasan seseorang akan kegemgaran
tersebut semakin tinggi. Kegemaran inilah yang k#immu menyebabkan tingginya permintaan dan memicu
maraknya perdagangan dan perburuan tumbuhan thea l&a terutama jenis-jenis yang langka.

2. Gengsi atau Status Sosial.
Sejumlah orang merasa status sosial atau gengskayanaik jika dapat mengkoleksi jenis tumbuhan attwa
liar tertentu atau bagian tubuhnya. Orang akan saebergengsi ketika di salah satu sudut ruangamatrnya
terdapat dua gading gajah yang besar, atau ofts@tidu Sumatera, Burung Cenderawasih, dan sebagainy

3. Bahan Obat Tradisional
Salah satu hal menonjol arti penting keanekaragaheyati adalah merupakan satu-satunya harapan hidup
manusia karena di sana terdapat obat-obatan alafilahgunjaya, 2006). Banyak jenis tanaman yanghtela
diteliti secara ilmiah mengandung zat-zat aktifegghh bahan penyusun obat-obatan dan secara einglrésapa
jenis tumbuhan dan satwa maupun bagian tubuhnyadadipa memiliki khasiat obat. Oleh karena itu, eldérapa
negara seperti di China banyak sekali obat-obdisienal yang berbahan dasar jenis tumbuhan maspatwa,
seperti tulang Harimau, sisik Trenggiling, tanduks®k, cula Badak, dan sebagainya.

4. Mitos dan Budaya
Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar juga merjagian dari ritual budaya masyarakat, seperti bulu
Cenderawasih, kepala Harimau, bulu Merak, dan leer@enyu. Selain itu, berkembang juga mitos di arakat
apabila menggunakan/mengkonsumsi bagian-bagiaentartdari satwa liar dapat meningkatkan kekuatan,
kewibawaan, dan sebagainya. Seperti misalnya dengamiliki kumis Harimau akan menambah kewibawaan,
mengkonsumsi tangkur buaya akan menambah kekwtarain-lain

Keempat hal tersebut dapat menjadi pemicu marakhkgploitasi terhadap tumbuhan dan satwa liar seélkagzoditas

perdagangan yang dapat mengancam kelestariannga. Kalena itu, perdagangan ilegal tumbuhan danashaw

merupakan bentuwildlife crime yang sangat mengancam kelestarian keanekaragaayati. iPerdagangan tumbuhan

dan satwa liar yang tidak lestari merupakan sad#sih dari tantangan utama konservasi di Asia (Vimidij, 2009).

Modus dari perdagangan ilegal tersebut antaragaimdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi maup
bagian tubuhnya, perdagangan tumbuhan dan satwaah@a ijin, perdagangan tumbuhan dan satwa kagan
dokumen yang tidak sah, dan penyelundupan tumbdaarsatwa liar atau bagian tubuhnya. Jenis saamatdirutama
yang dilindungi, yang sering dijadikan komoditasdagangan ilegal yaitu : Trenggilin§/l@nis javanica), Harimau
Sumatera Ranthera tigrissumatrae), GajahE(ephas indicus Orangutan Fongopygmaeus), Burung Cenderawasih
(Paradiseidae), Burung jenis Elang, Nuri, Kakatlem) berbagai jenis Penyu. Nilai/omzet perdagangarthan dan
satwa ilegal di dunia mencapai US $ 20 Milyar péwin (Pokja Kebijakan Konservasi, 2008).

Dalam sebuah penelitian terhadap Elang JaSg@izéetusbartelsi) yang dilakukan V. Nijman et al (2009)
disebutkan bahwa setelah ditetapkan sebagai Saamgkh Nasional, perdagangan Elang Jawa di berbizasar
Burung meningkat, bahkan ada yang ditemukan didejpikan ke luar negeri (Korea Selatan, Singapuna,Taéwan).
Hal ini menunjukkan bahwa penetapan suatu jenigndatatus langka maka jenis tersebut akan tereksgeiingga
masyarakat lebih mengenal. Konsekuensi yang mwdalah masyarakat lebih tertarik untuk memilikiipada tujuan
awal dari penetapan tersebut yaitu agar masyalekdt peduli dan komitmen dalam konservasi jeniseeut. Oleh
karena itu, permintaan jenis-jenis yang terekspesmebut juga akan semakin meningkat dan perdagategal akan
terjadi dengan nilai yang semakin tinggi.

Tingginya nilai ekonomi mengakibatkan banyak maalat lokal yang mengandalkan perburuan dan pemjuala
satwa liar sebagai mata pencaharian. Meskipun,ahgang dibayarkan kepada pemburu lokal dibandingahali
pasaran internasional sangat jauh berbeda. Seladaitn perburuan trenggiling, harga yang dibayarkamk pemburu
lokal oleh pengumpul pertama adalah Rp. 15.000p.-2R.000 per kg, kemudian dijual ke pengumpul bédsagan
harga Rp. 50.000 — Rp. 100.000 per kg. Pendapataihbyang diperoleh para pemburu lokal adalah4B@00 — Rp.
60.000, dengan biaya hidup orang lokal sekitar &p000 per hari (Wirdateti, 2008 dalam Semiadi, ,dRR08).
Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat lokalstenelakukan perburuan untuk mengejar keuntungamoski.
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Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar meraplisais yang besar dan melibatkan banyak orantgimu

dari pemburu di lapangan, pengumpul, dan pedagesarbPerdagangan ilegal tumbuhan dan satwa armemiliki

jaringan yang panjang dan rumit seperti halnyanggn perdagangan narkoba. Hal ini yang mengakibgikaegakan
hukum hanya menyentuh pelaku-pelaku di lapangamgagasulit untuk mengungkap cukong atau penyandiamg.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memutus maatai perdagangan antara lain dengan membentingga

kerjasama antar negara dalam penegakan hukumis®geAN WEN.

3.2. Implementass ASEAN WEN

Dalam keikutsertaannya pada jaringan kerjasama ASBAN, Indonesia telah mengimplementasikan program

dan kegiatan yang terkait dengan pemberantasatédtaja terhadap tumbuhan dan satwa liar. Kegiatgiaten
tersebut yaitu :

1.

Ikut serta dan berperan aktif dalam Annual Meets&EAN WEN.

Sejak dibentuk sampai saat ini ASEAN WEN telah naeladian pertemuan tahunan selama 7 (tujuh) kalbnesia
selalu mengikuti dan berperan secara aktif dalartepeian-pertemuan tersebut, bahkan di tahun kesienésia
bertindak selaku tuan rumah. Dalam setiap pertentiapnnegara melaporkan kegiatan dan capaian dafmaya
pemberantasawildlife crime Selain laporan dalam pertemuan tahunan tersebtigp triwulan juga diwajibkan
melaporkan hasil-hasil operasi penegakan hukum w&ag ditampilan divebsiteASEAN WEN. Hal ini dapat
menjadi pendorong bagi semua negara anggota uatuk tmelakukan upaya dalam memerantjilife crime
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi media peajbein dari keberhasilan masing-masing negara émggo

. Pembentukaiational Task ForcASEAN WEN

PembentukanNational Task Forcemerupakan amanat hasil pertemuan pertama dan kéddanesia telah
mengimplementasikan hal tersebut dengan membeNational Task Forceberdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal PHKA selakilational Focal Pointyaitu Keputusan Nomor SK.128/IV-PPH/2008 tanggalld/ember
2008. Pembentukarask forceASEAN WEN di masing-masing negara anggota ASEANupa&kan adopsi dari
keberhasilan di Philipina yang memiliki National tAEnvironment CrimeTask Force (NAECTF). NAECTF ini
beranggotakan instansi-instansi pemerintah yantamggungjawab untuk menanggulangi kejahatan ling&aon
yang meliputi kehutanan, tumbuhan dan satwa lianber daya pantai dan kelautan, serta polusi.

Di IndonesiaNational Task Forcaliketuai oleh Direktur Penyidikan dan Perlindundgdutan dan beranggotakan
instansi yang terkait dengan pemberantasddlife crime dan penegakan hukum di Indonesia yaitu Ditjen Bea
Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Karantina, Menkopkfm, dan TNl AL. Namun demikian pembentukaask
Force ini kurang berjalan sesuai dengan tujuan yang &lemficapai untuk mensinergiskan upaya masing-masng
instansi dalam rangka pemberantagadldlife crime Task forceini belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan
dan tidak semua instansi yang terlibat berperaaraeaktif. Apabila dilihat dari keanggotannya, pakilan dari tiap
instansi adalah para pimpinan pengambil kebijakan dhasing-masing instansi. Hal ini dimaksudkanraga
kebijakan yang ada dalam kerjasama tersebut dapamplementasi di masing-masing instansi yang
bertanggungjawab dalam pemberantasddlife crime Namun demikian kondisi ini menjadikaask forceyang
dibentuk menjadi kurang bersifat operasional daaktiada tindakan langsung di lapangan.

. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber dayausizantelah dilakukan pelatihan-pelatihan yangtérka

dengan pemberantasan wildlife crime. Pelatihantipela tersebut antara lain :

- Pelatihan penyidikan kejahatan terhadap tumbuhansdtwa liar yang diadakan oleh Kepolisian bekarjas
dengan USAID pada bulan April 2007.

- Workshop tentang proses peradilan yang berkaitagatevildlife crime yang diikuti oleh para penegak hukum
termasuk dari Departemen Kehakiman yang diadakaim G1TESManagement Authoritpekerjasama dengan
WWF Indonesia pada bulan April 2007.

- Seminar nasional tentang wildlife crime di Indomaegang diselenggarakan di Jakarta pada tanggaard@ad
2007 oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dergafiFIC.

- Pelatihan tentang perdagangan ilegal tumbuhan atavadiar untuk petugas Bea Cukai yang diselendgara
pada tanggal 31 Maret s/d 2 april 2009.

- Pelatihan Intelijen untuk penegakan hukum di negaramegara yang menjadi tempat sebaran Harimau,
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 Noversdgér4d Desember 2011. Pelatihan ini diselenggaraleh
kerjasama CITES, INTERPOL, dan Kementerian Kehutana

- Perwakilan Polisi Kehutanan Indonesia p&sanonstration Enforcement Ranger Training Cours&liao Yai
Regional Nature ProtectignThailand. Sekaligus menghadW/orkshop of Protected Area Protection and
Enforcement Manageysli Pattaya, Thailand.

- Enforcement Ranger Training Coursmtuk 30 orang anggota Satuan Polhut Reaksi C&GRORC) pada
tanggal 17 — 30 September 2010 di Taman Nasionalu@y Gede Pangrango, kerjasama Kementerian
Kehutanan dengan Freeland Foundation /ASEANWEN Sugtrogram.

- Training of Trainer CITES Policies and Identificati of Threatened Species (Reptilpafa tanggal 17 — 20
Januari 2011 di Malaysia.
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- Pelatihan Intelijen dan Ke-Polhut-an pada tang8aN@vember s/d 6 Desember 2010.

- Pelatihan PPNS Eksekutif yang diselenggarakan peuggal 27 Oktober — 9 November 2010 di Bogor dan
diikuti oleh 30 peserta dari Unit Pelaksana Tekbigjen PHKA. Pelatihan ini merupakan kerjasama
Kementerian Kehutanan dan POLRI.

- Pelatihan Teknis bagi Polisi Kehutanan di 2 (duapksi, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi &tikuti
30 peserta untuk masing-masing propinsi.

- Menghadirithe Environmental Crime Conferenpada tanggal 12 — 18 September 2010 yang disedeaigan di
Lyon, Prancis.

- Menghadiri 5th COP UNCTOC Meeting yang diselengigangpada bulan Oktober 2010 di Vienna, Austria.

- Berpartisipasi pada pelatihan-pelatihan yang diggjarakan oleh Negara Anggota ASEAN yang bekerjasam
dengan ASEAN-WEN PCU.

4. Peningkatampublic awareness

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pemlas@mtkejahatan terhadap tumbuhan dan satwa ligahada

kurangnya kepedulian masyarakat umum terhadap rgemnth kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Untuk

meningkatkarpublic awarenestersebut upaya yang dilakukan pemerintah yaitu

- sosialisasi peraturan perundangan,

- pembuatan poster-poster tentang larangan perbsatam dan penebangan liar, jenis-jenis tumbuharsdava
liar yang dilindungi, dll.

- Pembuatan buku agenda yang memuat materi sosiaksdaang ASEAN WEN, peraturan perundangan, dan
jenis-jenis satwa dilindungi

- Distribusi ID Sheet identifikasi jenis tumbuhan dsatwa yang disusun oleh ASEAN WEN PCU bekerjasama
dengan TRAFFIC.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum sepgaumenjangkau masyarakat secara luas. Distribugrma

materi sosialisasi tersebut hanya mencakup linghtgpnal instansi yang bersangkutan.

5. Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbahasativa liar.

Kegiatan operasi pemberantasaifdlife crime dilakukan baik oleh suatu instansi maupun gabumiganbeberapa

instansi. Kegitan tersebut antara lain :

- Patroli rutin dan penjagaan oleh Polisi Kehutanakagivasan konservasi maupun di pos-pos rawan peneda
hasil hutan, seperti di Bandara dan Pelabuhan.

- Penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu keltamasional oleh petugas dari Direktorat Jendeeal Bukai.

- Operasi intelijen baik yang dilakukan oleh PoligiHGtanan, Kepolisian, maupun dari Petugas Bea Cukai

- Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil yangrdilakukan secara mandiri oleh Polisi Kehutanan

- Operasi gabungan dengan berbagai instansi terktinya Polhut, Polisi, dan TNI. Misalnya yangadilkan
secara nasional seperti pada Operasi Hutan Lestda tahun 2005 — 2006.

- Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbahagativa liar oleh Kepolisian.

- Proses peradilan kasus-kasus kejahatan terhaddpulham dan satwa liar, baik yang dilakukan oleh PPNS
Kehutanan dan Penyidik Polri dengan bekerjasdemgan pihak Kejaksaan.

3.3. Hasil Pemberantasan Wildlife Crime

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangkab@entasarwildlife crime terutama dalam operasi
pengamanan telah mampu mengungkap dan menyelesalaagai kasus kejahatan terhadap tumbuhan daa Bat.
Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa dalamnkwaktu 2005 — 2011 jumlah kasus kejahatan tephada
tumbuhan dan satwa liar mengalami penurunan. Dakoran Akuntabilitas Dit. Penyidikan dan Perlindan Hutan
Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2@@®9 kasus illegal logging skala besar turun reesinifikan
sebesar 85,13%, namun kasus illegal logging sketdl Han kejahatan kehutanan lainnya masih tegadierbagai
wilayah.

Pada kurun waktu 2004 — 2006 illegal logging sangatak terjadi dan menjadi penyebab utama degradasi
hutan dan lingkungan di Indonesia. lllegal loggiidndonesia bukan hanya menjadi isu nasional najunga menjadi
isu global, sehingga pada tanggal 18 Maret 2005idRe mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 TaX00b
tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara die@wasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh \ahlay
Republik Indonesia. Salah satu penyebab marakfegalllogging yang terjadi di Indonesia adalahdadtseimbangan
antara supply kayu dengan permintaan dari indusaik dari dalam negeri sendiri maupun dari luageme Sehingga
untuk memenuhi defisit supply legal kayu untuk istliumaka kemudian banyak yang melakukan illegggiog.
Kayu-kayu ilegal dari Indonesia banyak yang disélypkan ke luar negeri, seperti Malaysia dan Chlah karena
itu, forum/kerjasama internasional perlu dilakukantuk menghentikan peredaran ilegal hasil hutaryukadari
Indonesia.

Upaya-upaya penegakan hukum untuk memberantaalilegging juga sudah dilakukan oleh Pemerintahi Da
upaya tersebut banyak diungkap dan diselesaikanskaskasus illegal logging secara hukum. Jumlalukatan
penyelesaiannya sebagaimana tersaji dalam Taberikut :
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Tabel 1. Jumlah Kasus lllegal Logging dan Peny@&esga Tahun 2005 — 2011

Jumlah Proses Penyelesaian Ka_sus

Tahun Kasus Non- Lidik Proses Yustisi

yustisi Sidik SP 3 P21 Sidang Vonis
2005 720 3 9 708 25 446 285 251
2006 1705 22 119 1564 18 707 396 310
2007 478 10 104 364 2 252 200 154
2008 220 0 42 178 2 128 86 68
2009 151 6 27 118 7 86 57 45
2010 98 0 2 96 1 65 27 22
2011 59 0 0 59 0 49 2 1

Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2@03.1

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasuglillegging pada tahun 2005 — 2006 mengalami kemaglan
dari 2006 — 2011 mengalami penurunan jumlah kadas$.ini terjadi karena mulai akhir 2005 pemerintsdngat
intensif melakukan upaya pemberantasan illegalitagdengan tonggak terbitnya Inpres Nomor 4 TaHi®62 Upaya
operasi pemberantasan illegal logging dimulai dangdanya Operasi Hutan Lestari (OHL) | 2005, kemndiada
tahun 2006 dilakukan 2 kali OHL yaitu OHL | dan Selain itu juga dilakukan operasi-operasi pengamdrutan oleh
internal Kementerian Kehutanan, sehingga pada t&t@® banyak diungkap kasus-kasus illegal loggidgtuk
penyelesaian kasusnya, sesuai kewenangan yang Beayddik, kasus yang sampai P 21 untuk masingsagaahun
adalah seperti yang tergambar pada Grafik 1 berikut
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Grafik. 1. Prosentase Penyelesaian Kasus lllegagiing (P 21) Tahun 2005 — 2011
Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa prosenpenyelesaian kasus ilegal logging sampai pdg & 21 (sesuai
kewenangan Penyidik) dari tahun ke tahun mengageningkatan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahvapdsitas
aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, umbgkyelesaikan kasus secara hukum semakin meningkat

Untuk kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan setnvgdng berupa perburuan, kepemilikan, dan pencigan

ilegal sesuai data yang ada cenderung menurun.abutkésus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar
selengkapnya disajikan dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Kasus kejahatan Terhadap TSL dayeRssaiannya Tahun 2005 — 2011

Jumlah Proses Penyelesaian I_<a_¢sus
No. Tahun Kasus Non- Lidik Proses Yustisi

yustisi Sidik SP 3 P21 Sidang \onis
1 2005 112 17 2 93 0 67 52 51
2 2006 133 24 10 123 3 61 52 49
3 2007 111 61 9 41 0 28 25 21
4 2008 88 22 6 60 0 45 29 23
5 2009 88 9 4 75 2 57 33 27
6 2010 37 0 5 32 1 32 6 5
7 2011 43 0 1 42 0 37 3 3

Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 22031

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus&tga terhadap tumbuhan dan satwa liar dari taB0f ghengalami
penurunan, hanya dari tahun 2010 ke 2011 mengadamigkatan jumlah kasus. Apabila dilihat tiap $ekadsusnya
sejak tahun 2007 banyak kasus — kasus besar ygrag tlaungkap. Beberapa kasus besar yang berbasigkap
antara lain sebagai berikut :

1. Kasus penyelundupan Penyu sejumlah 387 ekor dangkang Kima Raksasa oleh Kapal berbendera China MV
Hainan dan dinahkodai oleh seorang warga negaraaCternama Wang Sue Cheng (Tersangka) di Perairan
Kalimantan Timur. Tersangka telah dijatuhi vonigBun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- subsidela.

2. Kasus penyelundupan Trenggiling sebanyak 258 ekdPethbuhan Belawan Prop. Sumut pada tanggal 22
Februari 2008 oleh 4 orang tersangka. Keempatrigksatersebut kemudian mendapat vonis 2 tahun zedgn
denda Rp. 5.000.000,-
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3. Kasus penyelundupan Trenggiling sebanyak 13.818iHRalembang, pada tanggal 30 Juli 2008. SalahdsatB
tersangka tersangka adalah warga negara Malaysisafgka telah mendapat vonis 3 tahun penjara eiatiad
Rp. 10.000.000 juta.

4. Kasus kepemilikan dan memperdagangkan Harimau ®uanali Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya
tersangka mendapat vonis 2 tahun 10 bulan pengaraeinda sebesar Rp. 1.000.000,-.

5. Kasus kepemilikan satwa dilindungi sebanyak 24 dKoekor Harimau Sumatera, 2 ekor Rusa Timor, 5 eko
Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Kakatua Jambul Kui@itgoen, 1 ekor Kakatua Tanimbar, 3 ekor Burungaa
2 Kakatua Seram, dan 4 Ekor Cenderawasih) di JakHdsus kemudian diproses hukum dan saat ini dalam
proses persidangan.

6. Kasus perdagangan satwa liar di Jakarta dengamddmakti berupa 36 jenis bagian tubuh satwa artim
gading gajah, kulit dan kaki harimau, gigi dan tergk beruang, tengkorak buaya, tanduk rusa, Sdlat ini
kasus dalam proses persidangan.

7. Beberapa kasus penyelundupan Trenggiling yang nadém proses penyidikan yang terjadi pada tahdi 20
2012, antara lain :

a. Penyelundupan trenggiling di Belawan Sumatera Wabanyak 1.795 ekor dan 790 kg sisik trenggiling.
b. Penyelundupan trenggiling di Bandara Soekarno +aHktkarta sebanyak 1.732 kg trenggiling dan 380 kg
sisik trenggiling.
c. Penyelundupan trenggiling di pelabuhan Merak sedadyl124,12 kg daging trenggiling dan 31,36 kgksisi
trenggiling.
Berdasarkan data penyelesaian kasus yang ada pgd dilihat bahwa prosentase penyelesaian kasugasa
tahap P 21 dari tahun 2007 mengalami peningkatsegsémana terlihat pada Grafik 2 berikut :
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Grafik 2. Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahathadap Tumbuhan dan Satwa Liar (P 21) Tahun 2@mB.+

Seperti pada kasus illegal logging, prosentasegiesgian kasus kejahatan terhadap TSL juga mengpéarimgkatan.

Hal ini dapat diindikasikan bahwa kemampuan peRyidalam menyelesaikan kasus sampai pada tahap P 21
mengalami peningkatan. Dari data yang diperolehykukasus kejahatan terhadap TSL meskipun jumlakikaecara
keseluruhan semakin munurun namun dalam kurun &ntalrakhir banyak terungkap kasus — kasus besar,
sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya. Kondigiga menunjukkan jika kemampuan aparat pekdggum
dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus semakin ba

3.4. Dampak Kerjasama ASEAN WEN

Tujuan utama dalam pembentukan jaringan kerjasa®BAN WEN adalah peningkatan penyidikan kasus
wildlife crime dan peningkatan kapasitas penegakuhu Dengan melihat kondisi yang ada terkait kddaijg upaya,
dan hasil yang telah dicapai dapat diketahui bakedasama ASEAN WEN telah memberikan dampak tegnada
peningkatan upaya pemberantasan wildlife crime ndiohesia. Hal ini dapat ditunjukkan sebagaimana dkn
informasi sebagai berikut :

1. Penurunan jumlah kasus wildlife crime di Indonesia

2. Peningkatan prosentase penyelesaian kasus-kagil$endrime sesuai kewenangan penyidik,yaitu mesgaibkan
kasus sampai pada tahap P 21.

3. Kerjasama dan koordinasi dalam pengungkapan kagdbfevcrime antar aparat penegak hukum. Sebagaima
dalam pengungkapan kasus — kasus besar di atagpakan hasil kerjasama dari aparat di Bea Cukaiarma,
Kepolisian, dan Kementerian Kehutanan.

4. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkataaitas aparat penegak hukum.

5. Pelaksanaan sosialisasi/kampanye untuk meningk&tq@edulian masyarakat.

Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong danlgiemg kebijakan Indonesia dalam memerangi atau
memberantas wildlife crime. Selain itu, keikutertalndonesia dalam kerjasama ini berpengaruh padidgakan
penganggaran terutama untuk Kementerian Kehutamasuknya Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
Dalam penyusunan rencana anggaran dialokasikark Wefgiatan yang mendukung pelaksanaan kerjasamaANSE
WEN, misalnya anggaran untuk sosialisasi/kampapgtatihan, pelaksanaan maupun keikutsertaan dalamstop,
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seminar atau pertemuan yang terkait dengan kerppgs®EAN WEN. Namun demikian, untuk tataran openaei
atau tindakan langsung di lapangan kerjasama ASBAIN belum bisa memberikan pengaruh secara langS8atgan
Tugas Nasional ASEAN WEN yang telah dibentuk bejmnnah secara langsung melakukan operasi pembsaanta
secara bersama-sama di lapangan. Selain itu, ASBE/AN juga tidak mendorong atau memfasilitasi opelbassama
diperbatasan antar negara yang berbatasan langspagi Indonesia dan Malaysia atau Indonesia tédipira.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bamganesia telah mengimplementasikan kerjasama ASEARN
meskipun ada beberapa program yang belum berjéatifeseperti pembentukadational Task ForcSEAN WEN

dan peningkatan kepedulian publik. Implementasjakama ASEAN WEN ini dapat memberikan dampak pada
peningkatan upaya pemberantasaldlife crime yang diindikasikan antara lain penurunan jumlasukavildlife crime,
peningkatan prosentase penyelesaian secara hukwsus kdldlife crime kerjasama dan koordinasi dalam
pengungkapan kasusildlife crime antar aparat penegak hukum dan peningkatan kapagitarat penegak hukum
melalui pendidikan dan pelatihan. Kerjasama ASEANENVdapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan
Indonesia dalam memerangi atau memberantas wildlifee. Selain itu, keikutertaan Indonesia dalamjdsama ini
berpengaruh pada kebijakan penganggaran instantrga untuk sosialisasi’/kampanye dan peningkapaditas.
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